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BUPATI CIANJUR,

bahwa dalam rangka pembetdayaan dan peningkatan kuaiitas
snmber daya masyarakat, perlu meninglratkan kemampuan
peran lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan agar
berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu
mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berd.asarkan aspirasi dan
kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya
gotong royong di bidang pengelolaan sumber daya pembangunan
dan sumber daya alam secam terencana, teratur dan terukur;

bahwa dengan terbitnya Peratumn Pemedntah Nomor 7z Tahun
2oob tentang Desa, perlu meninjau kembali Perahrran Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun aooo tentang l.embaga
Kemasyamkatan di Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaltsud pada
huruf a dan b, perlu mengatur kembali mengenai Lembaga
Kenr"slrarakatan.

tlnclang-Undang Nomor r4 Tahun 19So tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten clalam Lingkungan Propinsi Jawa
Ilarat (Berita Negara thhun r95o Nomor 4g);

Iindang-Unclang Nomor ro Tahun zoo4 tentang Pembentukan
Prlraturan Perunclang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2oo4
Nomor SB, Tambahan Lembaran Negara Nomor +g8q);

Ilndang-Undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Tahun
aoo4 Nomor.to4,lhmbahan lembaran Negara Nomor 44zr)i
Undang-Undang Nomor 3e Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan
Daerah (Icmbaran Negara Tahun 2oo4 Nomor re5, Tambahan
I..cmbaran Negara Nomor 4$il sebagaimana telah diubah
dcngan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Und.ang
Nomor 3 Tahun 2oo5 tentang Penrbahan atas Undang-Ilndang
Nomor 3z Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2oo5 (Lembaran Negara Tahun 2oob
Nomor ro8, Tambahan Lembamn Negara Nomor 4F4S);

Undang-Untlang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat d,an Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2oo4 Nomor tz6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 7z Tahun soob tentang Desa
(l,embaran Negara Tahun 2oob Nomor 1b8, Tambahan
lenrharan Negara Nomor +SBZ);
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Peraturan Pemerintah Nomor 7g Tahun 2oob tentang Kelurahan
Qr.rnbaran Negara Tahun 2oob Nomor 1S9, Tambahan
lembaran Negara Nomor +S88);

Perahrran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2oo5 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Q.embaran Negara Tahun 2oo5 Nomor r6b, Tambahan
Lembaran Negarr Nomor+sgg);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor bg Tahun 2ooo tentang
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

Keputrnsan Menteri Dalam Negeri Nomor r3o Tahun ioog
tentang Srrsunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam
Negeri;

11. Peratrran Daerah l(abupaten Cianjur Nomor oz Tahun zoo6
tentang Pembahan Fertama atas Perahrran Daerah Nomor oz
Tahun 2oor tentang Tata Cara Penyusunan Perafirran Daerah
dan Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan Persetujuan Besama 
:

DBWAN PIiRWAKII^AN RAIfflNT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

7,
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10.

dan :

BtIPrrrr CIANJUR

MEMT]"TUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TEIITAI$G
I(IEMA,STARAKATAhT.

LEUIBAGA

l

BAB I
KETENTUAI{ UMI.]M

Pasal r
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

r. 
. 
Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2. Pemenntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu
Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan
lrksekutif Daerah.

g. Brrpati adalah Bupati Cianjur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Cianjur.

b. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangl<at daerah
IGbupaten dan daerah Kota.

6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutrya
disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengahrr dan
mengums kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat-istiadat setempatyang diakui dan dihormati dalam
Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesiai
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7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Desa dan Badan Prmusyawaratan Desa dalam
meqgaill dan mengums. kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui tlan
dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik
Kesatuan Indonesia.

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

g. Itulurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah
Kabupaten dalam wilayah kerja lGeamatan.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama
lairr, selanjutr-ya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

1r. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan
mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

t2. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari
wiln;'ah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain'<ian
merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masya-
rakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

rg. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah
lembaga yang dibenhrk melalui musyawarah pengums Rf di
wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh clesa dan lieluiahan.

14, Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain
adalah lembaga yang dibenhrk melalui musyawarah masyarakat
setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan
pemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa dan keluratran.

15. Gelakan Pemberdayaan dan lGsejahteraan Keluarga yang
selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam
pernbangunan .mgsy.araka! yang tumbuh dari bawah yang
pengelol_aannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju

- tenvujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada T\rhan'Yang Maha Esa, berakhlaq mulia dan berbudi luhur, sehat
sejnhtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender
serta kesadafan hukum dan lingkungan.

16. Iembaga pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat
LPM adalah lembaga atau wadah yang dibenhrk atas prakirsa
masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan d,alam
menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebuhrhan
masyarakat di bidang pembangunan.

17. IGrang Taruna adalah organisasi kepemudaan yang menrpakan
wadah unhrk menampnng dan menyalurkan kreativitas pemud,a.

18. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang
sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh di dalam
sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suattr masyarakat
hukum adat tertenhr dengan wilayah hula,rm dan hak atas harta
kekayaan di dalam hukum adat tersebgt serta berhak dan
benrenang untuk mengatur, mengurusi dan menyelesaikan
berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan d.engan dan
mengacu kepada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

B.

'
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19. Partisipatif adalah pembangunan yang melibatkan pihak terkait
tlalam penyluunan pcrenc:lnaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kelurahan adalah suahr forum
pertemuan masyarakat desa/kelurahan yang bertujuan untuk
membahas seluruh usulan kegiatan yang merupakan hasil dari
proses penggalian gagasan di tingltat dusun atau Rukun Warga.

Pengelolaan/manajemen adalah cara atau teknik untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan
menggunakan sumber daya yang dimiliki baik dalam
pereneanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tinalak
lanjut sefia pengendalian maupun dalam pelestarian
pembangunan.

20.

21.

zz. Menyrsun rencana pembangunan secara partisipatif adalah
proses penenqlnaan pembangunan yang melibatkan berbagai
unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan
perempuan.

BAB II
1'ATA CARA PBXVIBENTUI(AIV

Pasal e

0) Di desa dan kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakat-
an sesuai kebutuhan yang diarahkan untuk membentlayakan
masyarakat.

(e) Pembenfirkan lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan
dengan Peratrran Desa, sedanglan pembentukan kemasyara-
katan di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

(3) Pembenhrkan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana
tlimaksud pada ayat (z) dilaksanakan atas prakama masyarakat
melalui musyawarah dan mufakat.

(+) Hasil musyawarah dan mufakat unflrk tingkat desa/kelurahan
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala

. Desa/Lurah.

6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pad.a ayat (z)
dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal g

lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
terdiri ctari :

a. I-embaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat
LPM atau lcmbaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan yang
selanjutnya disingkat I,KMD/K atau sebutan lain.

b. Gerakan Pemberdayaan dan lGsejahteraan Keluarga selanjutnya
disingkatPl(K,

c. l{ukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain.

d. Itukun Tetangga selanjutnya disingkat KI'atau sebutan lain.

e. KarangTaruna.

f. LembagaAdat.
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BAB III
1VIAKSUD DAIV TUJUAI.I

i - 
Pasal4

ffitrrffilffii'*;ffi 
' 
J.-*". : -"-::

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran sefia
masyarakat.

b. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah
dcsa dan kelurahan.- :

Pnsnl 5
I-embaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal z
mempunyai tujuan meliputi :

a. Untuk mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan di
desa dan kelurahan;

b. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan
(perencanaan, pelaksanaan) pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat di desa dan kelurahan.

BAB TV

KEDttDt I(AN, TUGAS DAI{ FUNGSI

Pasal 6

Kedudukan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan
sebagaimana dimaksud pada Pasal g merupakan mitra yar,g
membantu pemerintah desa dan kelurahan dalam memberd.ayakan
masyarakat.

Pasnl 7
Inmbaga kemasyarakatan cli desa dan kelurahan sebag,iimana
dimaksud Pasal 6 mempunyai tugas d.an fungsi masing-masing
dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 8

(r) Lembaga Pembenlayaan Masyarakat yang selanjunrya
disingkat LPM atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/
Kelurahan yang selanjutrya disingkat LKMD/K atau sebutan
lain, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
b. Menggerakkan swadaya gotong royo.B masyarakat;
c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

(z) kmbaga Pemberdayaan Masyarakat yang selnnjutrya
disingkit LPM atau kmbaga Ketahanan Masyarakat Desa/
Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKMD/K atau sebutan
lain, mempunyai fungsi :

a. Waclah untuk menampung dan menyalurkan aspiras:
masyarakat;

ll. ltrtuttttttturtr rllrt lxrtttttptrknn lnm pr;rrnltuur rlntt kt:rntttltt
masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negarr
Kesatuan Republik I ndonesia ;
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o. l)enyusrman rencana, pelaksana dan pengelola
pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan
pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

d. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarua dan
partisipasi serta swad,aya gotong royong masyarakatl

e. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi
sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;

f. Pemberdayaan dan perlindungan hakpolitik masyarakat.

Pasal 9
(r) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan lGluarga

selanjutnya disingkat PKK, mempunyai tugas :

a. Memberdayakan dan meninglatkan kesejahteraan keiuarga;

b. Menyalurkan kreativitas kesehatan melalui penyuluhan dan
pendidikan kepada masyarakat ;

c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya kaum
perempuan;

tl. Memberdayakan kualitas lingkungan hidup.

(e) Gerakan Pemberdayaan dan lGsejahteraan Keluarga
selanjutnya disingkatPKl( mempunyai fungsi :

a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga ;

b. Fasilitator kesehatan ibu dan anak melalui Posyandu. 
.

(1) uukun warsa ,"r^n3ot,lj"ulJl*., RW atau sebutan tain,
mempunyai tugas :

?r. menggerakkan swad.aya gotong royonB dan partisipasi
masyarakat di wilayahnya;

b. membantu kelancamn tugas pokok LKMD atau sebutan lain
dalam bidangpembangunan di desa dan kelurahan.

(a) Rukun Warga selanjutrya disinglrat RW atau sebutan lain,
mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian pelaksanaan firgas,Rl' atau sebutan lain
di wilayahnya;

b. pelalaanaan dalam menjembauni hubungan antar RT atau
" nebutan lain dan antar masyarakat dengan pemerintah;

o. media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemepintah
desa/kelurahan dan masyarakat.

Pasal u
(1) Rrrkun 'fetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain

mempunyaitugas:

a. membanhr menjalankan hrgas pelayanan kepada
masyaralcat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;

b. memelihara kerukunan hidup warga;

a
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c. menyusun reneana dan melaksanakan pembar^gunan
dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni
masyarakat.

(z) R':l.un Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain
mempunyai fungsi i ,

a. pengkoordinasian antar warga;

b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama
anggota masyarakat dengan pemerintah;

c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang
dihadapi warga.

Pasal rz
0) KarangTaruna atau sebutan lain mempunyai hrgas :

a. mengembangkan kreativitas remaja dan pemuda puhrs
sekolah di bidang olah raga dan keterampilan teknis dalam
rangka pencegahan kenakalan rcmaja, penyalahgunaan obat
terlarang (NARKOBA) bagi remaja;

b. Fasilitator kegiatan kepemudaan.

(z) KarangTaruna atau sebutan lain mempunyai fungsi :

a. wadah unhrk menampung dan menyalurkan aspirasi remaja
dan pemuda putus sekolah;

b. penumbuhkembangan dan penggerak kreativitas remaja
dan pemuda puhrs sekolah.

Pasal rg
(l) lembaga Adat mempunyai tugas :

a. menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi
masyarakat kepada pemerintah sefta menyelesaikan
perselisihan yang menyangkut hulerm adat, adat istiadat
dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;

b. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat
istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka

. memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan
masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan;

e.. menciptakan hubungan yang demokrasi dan harmonis serta
objektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau
pcmuka adat dcngan aparat pemerintatr.

(z) l,enrbaga Adat mempunyai fungsi :

n. rnemberi keclrrdukan hukrrm menunrt hrrkrrm adat terhatlap
lrnl-lrtl ynng mcnytng,kttt hnrtn kcklynn nusyaruklt hukum
nclat cli tiap-t'iap lembaga atlat guna kepentingan hubungan
kr:pcrrlntnrin nilnt, irrfrr rlnlnnr lrnl Jxrrscngkctnnn nlnu
pcrknrn lxtrrlnln nrlnt;

ll. mcrnycleng,gnraknn pembinnan tlan prngcmbangan nilai-
rrilni ntlnl intinrlnl rlnrr kr:lrinnnnn-kcbinsnnrr mnsynrnknt
rlnlnrrr rntrgkn nrr,nrlx,rknvn, rrrr.lcnlnriltnrr rlntt nr{llr{{tnl-
lrnrrgknn kclrtr<lnynlrr rtnniorurl rrurttlrtrrr rlnr:rnh ynrrg, tltlnk
lxrrlcntnngnn tk:ngarr nilni-rrilni I'atr<litsiln <lntt ngalnitl
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menjtge, memelihara, me,manfaatkan ketenfuan-ketenhran
adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang
hidup dan berkembang dalam masyarakat unftk
kesej ahteraan masyarakat.

BAB V
I'BPBNGT]RUSA}.I DAIY SUSI.]NAIV ORGAIVISA,SI

Pnsal 14

Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dan
mufakat dalam rapat terbuka dari anggota masyarakat yang
mempunyai kemauan, kemampuan dan keped.ulian. Nama-nama
yang dipilih disampaikan dan disahkan oleh Kepala Desa/Kepala
Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelura han.

Pasal rg
Masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan dapat ditetapkan
berdasarkan hasil dan kepuhrsan musyawarah masyarakat (sama
dengan masa bhakti Kepala Desa).

Pnsal 16

Susunan organisasi lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan
terdiri dari :

a. Ketua;
b. WakilKetua;
c. Sekretaris;
d. Bendahara;
e. Seksi-seksiterdiri dari : (disesuaikan dengan kebutuhan)

BAB \rI
IIUBT,'NGAN DA}I TATA KEzuA

Pasal r7
(r) Hubungan lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa

dan atau Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan
koordinatif.

(e) Hubungan lembaga kemasyarakatan desa atau
dengan lembaga lainnya bersifat koordinatif dan
dalam pemberdayaan.

(g) l'tubungan lembnga kcma$yarakatan rlesu ahu
rlnngnn pilrnlq kctign bersifnt kemitrnnn.

kelurahan
konsultatif

kelurahan

BAB VII
STTMRNR DANA

Pnsnl 18

llrrrrrlrr,f rlnrrn lr,trrllrp,n ;rr,rrrlrcrrlnynnn trrnnynrnknt rlann/hr.lrtrnltnn
rllpnl rlllxrt'ololt rlnrl l

n. Swaclnya mnsyaraknt;
b. llnglnn rlnrlAtrggrtrntt ltutttlnpntnn rltrr $clnrrjn l)crn nPn Donn);
c. Ilantuan dqri l6bupaten;
d. Bantuan dari Pmpinsi ;
(!. llnttlttnn lnirrnyn vnng enlr rlnn titlnk mcngiknt;
l', l(r:{t finnur lrllrlk kcllgn,
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, llAlt vIil :

PENII}INAAN

Pasal lg
(1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan

mengawasi lembaga kemasyarakatan.

(s) Pemerintah Desa dan atau Lurah melakukan penguatan
lembaga kemasyarakatan dengan melibatkan lernbaga
kemasyarakatan dalam sctiap kegiatan pemberdayaan
masyarakat.

BAB TX

KBI'ENTUA}I I"AIN-LAIN
Pnsal zo

U*ng.r, berlakunya Petafuran Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2ooo tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa,
di nyntakan tidak berlaku.

BAB X

.KETENTUAI{ PEI\IT]TUP

Pasal zr
Uai-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
rnengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan olehBupati.

Pasalzz
Peratumn Daemh ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan cli Cianjur
pada tanggal ze Agustu$ 2006

BUPATI CIAI.{JU&

Cap/ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOI.,EH

LIIMIJAITAN DAF,ITAI.I K.ABUP"ATEN CIANJUR NOMOR oB "TAHUN Zoo6 SERI D.


